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 The objective of this study is to investigate the determinants of Village Financial 

Management Performance in Gandapura village in the District of Bireuen - Aceh. 

The tested variables are village officers’ capacity, financial reporting compliance, 

and supervision quality of Badan Permusyawaratan Desa (BPD). The population is 

all village within Gandapura district, Bireuen, which consists of 40 villages in total. 

This study involved all the population as the sample. Seletected respondents are 

Keuchik (or head of villages), village treasurers, Tuha Peut (or village 

legislative/supervision board), and village facilitators. The data collected through 

questionaraires and analysed by using multiple linear analysis. This study uncovered 

an empirical evidence on the effect of village officers’ capacity, financial reporting 

compliance, and supervision quality both collectively and indivdually on the village 

Financial Management Performance. 
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PENDAHULUAN 

 

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa dapat dipandang sebagai elemen 

utama dari usaha yang sedang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dalam memperluas desen-

tralisasi sampai ke elemen pemerintahan terkecil. 

Usaha ini merupakan bentuk kesinambungan 

proses desentralisasi yang telah dimulai lebih dari 

lima belas tahun lalu (Antlöv et al., 2016). Lebih 

dari 74.000 desa di Indonesia kini diposisikan 

sebagai bagian pemerintahan terkecil dalam ruang 

lingkup kabupaten di Indonesia, bahkan telah 

menjadi daerah yang istimewa dan mandiri yang 

berada dalam ruang lingkup wilayah kabupaten 

(UU No. 32 tahun 2004). 

Selain keleluasaan dalam mengelola peme-

rintahan, para aparatur desa juga dibekali dengan 

dana transfer langsung dari pemerintah pusat atau 

dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Dalam APBN 2016, anggaran ADD dialokasikan 

sebesar Rp 46,9 triliun. Angka ini hampir dua kali 

lipat ADD pada APBN 2015 yaitu sebesar Rp 

20,7 triliun. Untuk 2017, Pemerintah merenca-

nakan untuk menambah ADD menjadi Rp 89 

triliun atau lebih dari Rp 1 miliar untuk setiap 

desa. Dana yang besar ini diharapkan dapat 

mempercepat peningkatan kesejahteraan masya-

rakat desa melalui pembangunan yang bersifat 

pemberdayaan dan berkesinambungan. 

Namun, permasalahan pengelolaan dana 

desa yang tidak efisien dan efektif telah menjadi 

sorotan publik. Kasus penyelewengan dan korupsi 

dana desa juga telah banyak mencuat di media 

massa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini 

tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi 

oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah 

institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM). Misalnya, Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mene-

mukan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Desa (BPKP, 2015). KPK dan 

LSM Fitra juga telah merilis hasil kajian mengenai 

permasalahan dan potensi penyimpangan dana 

desa (KPK, 2015; Fitra, 2016.  

Kinerja pengelolaan keuangan desa akan 

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan dana 

desa. Kinerja pengelolaan keuangan yang buruk 

yang ditandai dengan pencatatan dan pelaporan 

yang tidak konsisten dan sesuai standar dapat 

membuat proses evaluasi penggunaan dana 

menjadi sulit dilakukan. Lebih penting lagi adalah 

tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keua-

ngan desa akan ditentukan oleh kemampuan para 

aparatur desa mengelola dana desa yang mereka 

miliki. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 
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tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengisya-

ratkan pentingnya penerapan  asas-asas transpa-

ransi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan 

anggaran desa.   

Dari sisi literatur, penelitian terkait dengan 

kinerja pengelolaan keuangan desa masih sangat 

terbatas dan belum menemukan determinan yang 

sudah konsisten teruji. Jaitun (2013) menemukan 

bahwa kerja sama, kedisiplinan, kreativitas, dan 

tanggung jawab berpengaruh terhadap kinerja 

pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, Adha 

(2016) menemukan bahwa kinerja kepala desa 

Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo di 

Kabupaten Rokan Hulu dipengaruhi secara positif 

oleh pengawasan BPD (Badan Permusyawaratan 

Desa).   

Dalam konteks besaran dana desa, Aceh 

berada diurutan ketiga yang menjadi provinsi yang 

paling banyak menerima dana desa (DJPK, 2015). 

Kabupaten di Aceh yang mendapatkan porsi 

paling banyak salah satunya adalah Kabupaten 

Bireuen Rp 158,871 miliar (DJPK, 2015). Namun 

demikian, kualitas pengelolaan keuangan desa 

masih rendah dilihat dari segi kemampuan dan 

kapasitas aparatur Gampong1
 yang kurang mema-

hami mengenai tata cara pengelolaan keuangan 

desa. Fenomena rendahnya kualitas pengelolaan 

keuangan desa masih banyak ditemui di wilayah 

Aceh. Provinsi Aceh sebagai penerima dana desa 

urutan ketiga terbanyak tetapi masih banyak 

permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. 

Masih ada Gampong di Aceh yang belum mampu 

menyusun anggaran pendapatan dan belanja 

Gampong (APBG) sesuai dengan peraturan 

undang-undang dan mengelola dana desa dengan 

baik dan sebagian lain tidak mempublikasikan 

laporan keuangan (hasil wawancara awal dengan 

aparat Gampong di Bireuen). Disamping itu, LPJ 

(Laporan Pertanggung Jawaban) tahun 2015 

belum dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

(Sopan, 2016). Berdasarkan pertimbangan ini, 

kabupaten Bireuen dijadikan lokasi penelitian 

disamping kemudahan akses dalam mendapatkan 

data penelitian. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan 

dana desa. Penelitian terdahulu mengenai kinerja 

keungan desa umumnya bersifat eksploratif dan 

studi kasus seperti Subroto (2009), Lestari et al. 
(2014), Amirullah et al. (2016), dan Sofyani 

(2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

                                                           
1 Berdasarkan Undang Undang Pemerintah Aceh, 
istilah desa diganti Gampong. 

kuantitatif untuk menemukan bukti empiris 

mengenai pengaruh kapasitas aparatur desa, 

ketaatan pelaporan keuangan dan kualitas 

pengawasan Badan Pemusyawarahan Desa (BPD) 

terhadap kinerja keuangan desa. Hasil penelitian 

ini akan membantu pemerintah daerah khususnya 

pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja 

keuangan desa. Pada bagian selanjutnya dibahas 

mengenai konsep pengelolaan dana desa dan 

hipotesis yang diuji yang diikuti dengan gambaran 

mengenai desain penelitian, hasil dan pemba-

hasan. Pada bagian akhir dipaparkan mengenai 

kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk pene-

litian selanjutnya. 

 

 

TINJAUAN LITERATUR DAN  

PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

  

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 mengenai 

Desa, dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan 

masyarakat yang berdasarkan hukum dengan batas 

area dan wewenang untuk mengelola serta 

melaksanakan urusan di dalam pemerintahan, 

kepentingan dari masyarakat setempat menurut 

inisittif masyarakat, hak atas asal usul, atau hak 

secara tradisional yang  telah diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dari segi politis undang-

undang ini memberikan sebuah pelimpahan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada peme-

rintah desa. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2014 

mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 34, desa 

memiliki wewenang berdasarkan hak asal-usulnya 

dalam mengurusi sistem di organisasi masyarakat, 

pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan 

lembaga hukum, pengelolaan atas tanah kas desa, 

dan pengembangan peranan masyarakat desa. 

Lebih lanjut, masa pengelolaan keuangan desa 

adalah 1 tahun anggaran (1 Januari s.d. 31 Desem-

ber). Dalam konteks ini, kepala desa memegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan desa serta 

mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan 

kekayaan desa terpisah dengan dibantu oleh 

PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keua-

ngan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur 

perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, 

kepala seksi, dan bendahara. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeheriono 

(2012), kinerja adalah deskripsi tentang level pres-

tasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan 
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dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi, dan 

misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan 

jangka panjang organisasi. Selanjutnya Mangku-

negara (2007) membagi kinerja dalam dua, yaitu 

kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja 

perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbe-

daan antara rencana yang telah disusun dengan 

yang sudah direalisasi, jadwal pelaksanaan yang 

direncanakan dengan realisasinya serta antara hasil 

yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan 

(Wibowo, 2011). Dari segi keuangan, kinerja 

merupakan gambaran kondisi keuangan perusa-

haan pada suatu periode tertentu menyangkut 

aspek penghimpunan dana maupun penyaluran 

dana, yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas 

(Jumingan, 2006; Yuliyanti, 2014). 

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan 

keuangan desa didefinisikan sebagai semua 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja 

pengelolaan keuangan desa adalah hasil kerja atau 

prestasi aparatur desa dalam melaksanakan selu-

ruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan 

desa. Penyelenggaraan keuangan desa yang 

ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN. 

Dalam ketentuan umum Permendagri No. 

37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah juga dijelaskan pemberikan hak otonom 

kepada desa bertujuan untuk memberikan kesem-

patan pemerintah desa untuk mengelola keuangan 

secara sendiri termasuk dalam pengelolaan 

pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga 

pembelanjaan anggaran. Kinerja dapat didefini-

sikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan 

suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan, visi, dan 

misi sebuah organisasi (Nurzianti dan Anita, 2014) 

Disamping itu, Mardiasmo (2009) menge-

mukakan bahwa indikator kinerja dapat diukur 

dengan menggunakan indikator (1) efisiensi yaitu 

perbandingan antara output dan input yang dikait-

kan dengan target atau standar kinerja yang telah 

ditetapkan, (2) efektivitas adalah tingkat perban-

dingan antara pencapaian hasil program dengan 

target yang ditetapkan, (3) ekonomis adalah 

perbandingan antara input dan input value yang 

dinyatakan dalam satuan moneter dan (4) pelapo-

ran yang memadai. Menurut penelitian Suwondo 

et.al (2013), instrument pengukuran kinerja terdiri 

atas aspek-aspek yang berpengaruh terhadap 

kualitas pelaksanaan tugas dan yang dapat diukur 

meliputi:(1) prestasi kerja; (2) keahlian; (3) prila-

ku; (4) kepemimpinan. 

 

Kapasitas Aparatur Desa dan  

Kinerja Pengelolaan Desa 

 

Kapasitas dapat didefinisikan sebagai kemam-

puan manusia, lembaga dan masyarakat untuk 

melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi 

dan mencapai tujuan mereka, dan untuk meng-

ubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, 

pengembangan dan kemajuan (Mouallem dan 

Analoui, 2014). Selanjutnya, menurut Soeprapto 

(2010), kapasitas adalah pemahaman, sikap, 

kemampuan, keterampilan, nilai-nilai, hubungan, 

perilaku, sumber daya, motivasi dan kondisi-kon-

disi yang memberikan kemungkinan bagi setiap 

sistem, jaringan kerja, organisasi, dan individu 

untuk menerapkan fungsi-fungsi mereka dan men-

capai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan 

antar waktu. Suryukoco (2010) mengungkapkan 

kapasitas atau kapabilitas adalah sebuah ukuran 

kemampuan dari seseorang atau institusi dalam 

menjalankan fungsinya. Dalam konteks penge-

lolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas 

berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga 

mampu memahami logika akuntansi yang menjadi 

dasar dalam pengelolaan keuangan yang profe-

sional (Rafar et al., 2015)  

  Tjiptoherianto et al. (2010) menjelaskan 

kinerja dan kualitas kapasitas sumber daya manu-

sia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk 

akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility 
dan kompetensi sumber daya tersebut. Dalam 

kontek Gampong, perangkat Gampong memiliki 

tugas membantu Kepala Desa/Keuchik Gampong 

dalam mewujudkan tugas dan wewenangnya. 

Perangkat Gampong terdiri dari Sekretaris 

Gampong dan Perangkat Gampong lainnya. Salah 

satu perangkat Gampong adalah Sekretaris 

Gampong, yang diisi dari Pegawai negri sipil.  

Sekretaris Gampong diangkat oleh Sekretaris 

daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/ 

Walikota. Perangkat Gampong lainnya diangkat 

oleh Keuchik dari penduduk Gampong, yang 

ditetapkan dengan keputusan Keusyik. Perangkat 

Gampong juga mempunyai tugas untuk menga-

yomi kepentingan masyarakat. 

Qanun Kabupaten Bireuen No. 3 Tahun 

2012 pasal 7 tentang Pemerintahan Gampong 

terdiri dari (1) Keuchik (2) Tuha Lapan, dan (3) 

Perangkat Gampong. Keuchik mempunyai wewe-

nang selain pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan Gampong juga memimpin penyeleng-
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garaan pemerintah Gampong berdasarkan kebija-

kan yang ditetapkan oleh Tuha Peut, menyusun 

dan mengajukan rancangan APBG (Anggaran 

Pendapatan Belanja Gampong) untuk dibahas dan 

mengkoordinasikan pembangunan Gampong se-

cara partisipatif dan melaksanankan wewenang 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

sedangkan perangkat Gampong yang lain seperti 

sekretaris dan KAUR (Kepala Urusan) Gampong 

bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan 

tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi, 

pembangunan, dan tata laksana serta memberikan 

pelayanan administratif. 

Islami (2016) menyatakan kapasitas merupa-

kan suatau kemampuan yang dimiliki oleh indi-

vidu suatu organisasi atau suatu sistem dalam 

melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, efi-

sien, dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang 

berlaku untuk mencapai tujuan bersama dalam 

pembangunan. Pengukuran variabel ini dapat 

diukur dengan menggunakan indikator berikut: (1) 

Pemahaman, yaitu memahami dan melaksanakan 

tugas dan pokok fungsi, misalnya pemahaman 

dalam menghasilkan informasi bernilai dan dapat 

dipercaya (Riyanti et al., 2015). (2) Keterampilan, 

yaitu terampil dalam melaksanakan tugas dan 

pokok funsinya, (3) Kemampuan, yaitu mampu 

melaksanakan tugas dan pokok fungsinya. Berda-

sarkan paparan di atas, maka hipotesis yang 

dirumuskan adalah: 

H1: Kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap 

kinerja pengelolaan keuangan desa 

 

Ketaatan Pelaporan Keuangan dan  

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk 

kepada hukum/perintah atau menerima pernya-

taan yang dikemukan oleh pimpinan sebagai hal 

yang benar (Mudhafir, 1996). Berdasarkan Per-

mendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Penge-

lolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa kepala 

desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelak-

sanaan APBDesa yang dapat dipertanggung-

jawabkan kepada bupati/walikota melalui camat 

paling lambat satu bulan setelah akhir tahun 

anggaran. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit 

ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan 

penyelewengan yang berkaitan dengan penge-

lolaan dana desa yang harus dipertanggung-

jawabkan secara akuntabilitas. Jadi semakin taat 

aparatur desa terhadap pelaporan keuangan maka 

semakin bagus pula kinerja pengelolaan keuangan 

suatu desa tersebut.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), 

laporan keuangan merupakan hasil akhir dari se-

buah proses pelaporan keuangan. Laporan keua-

ngan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keua-

ngan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan 

keuangan. Dengan ditetapkannya Undang-undang 

No. 6 Tahun 2014, tidak hanya mengubah peran 

desa menjadi unit kecil pemerintah desa, tetapi 

juga sebagai entitas pelaporan yang wajib melapor-

kan setiap kegiatan yang dilakukan. Laporan 

keuangan bertujuan untuk memberikan informasi, 

gambaran kinerja perusahaan selama satu periode 

kepada pengambil keputusan, dan sebagai gam-

baran bagaimana kondisi keuangan organisasi atau 

perusahaan tersebut.  

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) 

melalui PP. No. 24 Tahun 2005 yang merupakan 

SAP pertama yang di miliki oleh Pemerintah 

Indonesia. Kedudukan Standart Akuntansi Peme-

rintahan (SAP) adalah sebagai berikut: (1) SAP 

merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterap-

kan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah, (2) SAP merupakan 

serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi 

keuangan, dan operasi keuangan pemerintah, (3) 

Pemerintah pusat maupun daerah menyusun 

sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu 

pada SAP. 

Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 

mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan 

desa yang meliputi transparansi, akuntanbel, 

partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Trans-

paransi bermakna bahwa segala akses terhadap 

informasi dan proses pengambilan keputusan 

dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk 

memastikan pengelolaan kegiatan diketaui umum. 

Akuntanbel dalam hal konteks ini didefinisikan 

sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, 

hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan 

pemerintah harus melibatkan masyarakat secara 

aktif sejak fase perencanaan sampai dengan 

pengawasan kegiatan (parsitipasif). Selanjutnya, 

tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari 

konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat 

asas. Berdasarkan paparan tersebut, maka 

hipotesis yang dirumuskan adalah: 

H2: Ketaatan pelaporan keuangan desa berpe-

ngaruh terhadap kinerja pengelolaan keua-

ngan desa. 



Jurnal Akuntansi dan Investasi, 18 (2), 172-182: Juli 2017  

 

176 
 

Kualitas Pengawasan BPD dan  

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Kualitas adalah level yang menggambarkan 

serangkaian karakteristik yang melekat dan meme-

nuhi ukuran tertentu (Dale, 2003). Assauri (2008) 

mengartikan kualitas diartikan sebagai komponen 

yang ada dalam suatu barang atau hasil yang 

menyebabkan barang tersebut dapat digunakan 

sesuai dengan tujuan yang dimaksud atau 

dibutuhkan. Dengan demikian pengawasan kua-

litas adalah suatu aktivitas untuk menjaga dan 

mengarahkan agar kualitas produk perusahaan 

dapat dipertahankan. Di sisi lain, pengawasan 

adalah proses di mana manajemen ingin menda-

patkan informasi tentang apa yang bawahan ker-

jakan dan kesusuaiannya dengan perintah, ren-

cana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah dise-

pakati (Maringan, 2004). 

Sementara itu, kualitas pengawasan adalah 

menjaga dan mengendalikan kualitas aplikasi 

dengan pengawasan yang rutin sepajang siklus 

untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kualitas 

pengawasan dilakukan denga cara mendorong 

atau memotivasi orang yang tepat untuk mela-

kukan kegiatan yang tepat dengan informasi yang 

tepat pada saat yang tepat untuk mencapai hasil 

yang tepat (Balemans, 2013). Menurut Permedagri 

No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa BPD 

adalah institusi yang bertanggungjawab menja-

lankan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan representasi penduduk desa berda-

sarkan keterwakilan area yang ditetapkan secara 

demokratis. Dwipayana dan Eko (2003) juga 

menyatakan bahwa BPD merupakan aktor masya-

rakat politik yang paling nyata dan dekat di tingkat 

desa yang memainkan peran sebagai jembatan 

antara elemen masyarakat dan pemerintah desa. 

Apabila dikaitkan dengan struktur organisasi 

dalam lingkup kecil, Kepala desa sebagai 

(eksekutif) sedangkan BPD sebagai (legislatif). 

BPD sebagai badan perwakilan merupakan 

wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila. 

Kedudukan BPD dalam struktur pemerintah desa 

adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah 

Desa. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

bahwa pemerintah desa adalah kegiatan peme-

rintah yang dilaksanakan pemerintah desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. Kualitas penga-

wasan dapat diukur dengan indikator-indikator 

sebagai berikut (Manullang, 2008:184): (1) Skedul 

pengawasan, (2) Standarisasi pengawasan, (3) 

Hubungan timbal balik (Feedback). Berdasarkan 

paparan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan 

adalah: 
H3:  Kualitas pengawasan BPD berpengaruh terha-

dap kinerja pengelolaan keuangan desa 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini memiliki populasi yaitu seluruh 

Gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan 

Gandapura yaitu 40 Gampong. Responden dalam 

penelitian ini meliputi Keuchik (kepala desa) 

Gampong, Bendahara, Tuha Peut (tokoh masya-

rakat yang menjadi anggota BPD) dan Pedamping 

Gampong (pendamping desa). Jadi jumlah 

narasumber dalam penelitian ini adalah 160 res-

ponden, maka dari itu penelitian ini menggunakan 

metode sensus/total sampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipilih yaitu dengan langsung menyerahkan kue-

sioner pada responden yang dituju dengan 

pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Data yang 

diolah dalam penelitian ini adalah data primer 

yang merupakan data yang langsung diperoleh dari 

subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara mengedarkan kuesioner yang berisi 

pernyataan yang berhubungan dengan variabel 

yang diteliti. Responden diminta untuk menen-

tukan alternatif pilihan jawaban terhadap masing-

masing pertanyaan-pernyataan terkait. Diharap-

kan melalui kuisioner, peneliti akan mendapatkan 

informasi dari subjek yang berkaitan langsung 

dengan masalah dan menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini. Kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner tertutup, dimana 

penyataan telah memiliki alternatif jawaban 

(option), yaitu berdasarkan skala likert. Skala 

likert digunakan untuk menghitung pendapat, 

persepsi, dan sikap seseorang atau sekelompok 

orang (Sugiyono, 2013). 

Pada penelitian ini, variabel independen yang 

diteliti adalah kapasitas aparatur desa, ketaatan 

pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan 

BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Variabel 
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dependen pada penelitian ini adalah kinerja 

pengelolaan keuangan desa. Variabel kinerja 

perusahaan diukur berdasarkan indikator efisiensi, 

efektifitas, ekonomis, dan pelaporan yang mema-

dai (Mardiasmo, 2009:4). Pada penelitian ini, 

analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengolah data penelitian. Perumusan dari regresi 

linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

Y = ɑ +  +  +   + ɛ 

 

Keterangan: 

 

Y= Kinerja pengelolaan keuangan    desa 

X1= Kapasitas aparatur desa 

X2= Ketaatan pelaporan keuangan 

X3= Kualitas pengawasan BPD 

 , = Koefisien    

ɑ= Konstanta 

ɛ= error term 

 

Penelitian ini merupakan penelitian sensus, 

sehingga tidak dilakukan pengujian signifikansi. 

Dalam pengujian hipotesis penelitian yang tidak 

menggunakan sampel, tidak ada istilah signi-

fikansi, karena signifikansi artinya hipotesis yang 

telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan ke 

populasi (Sugiyono,2008). Menurut Sekaran 

(2006) operasional variabel adalah setiap hal yang 

dapat membedakan atau menghasilkan perbedaan 

pada nilai. Penelitian ini menggunakan dua 

variabel, yaitu variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian 

ini ada tiga yaitu kapasitas aparatur desa, ketaatan  

pelaporan keuangan, dan kualitas pengawasan 

BPD,  sedangkan variabel dependen adalah kiner-

ja pengelolaan keuangan desa. 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari keseluruhan kuesioner yang didistribu-

sikan, hanya terdapat 128 kuesioner yang kembali 

(nilai responden rate = 80 %) yang mewakili 32 

Gampong. Sisanya tidak kembali atau tidak 

lengkap jawaban yang diberikan oleh responden. 

Untuk mengetahui bagaimana gambaran kondisi 

variabel dalam penelitian ini maka dilakukan ana-

lisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif 

adalah teknik deskriptif yang mampu mengubah 

 

Tabel 1. Operasionalisasi variabel 

Variabel Definisi operasional Indikator 
Skala 

pengukuran 

Sumber 

instrumen  

Kinerja 

Pengelolaan 

keuangan 

desa (Y) 

 

Hasil kerja atau prestasi aparatur desa 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan 

secara ekonomis, efisiensi, efektivitas dan 

pelaporan yang memadai meliputi peren-

canaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keunagan desa. 

 Efisiensi 

 Efektivitas 

 Ekonomis 

 Pelaporan yang 

memadai 

Interval Mardiasmo 

(2009) 

Kapasitas 

aparatur desa 

(X1) 

 

Kemampuan individu yang harus dimiliki 

oleh aparatur desa meliputi pemahaman, 

keterampilan dan kemampuan untuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 

secara efektif, efisien, dan berkelanjutan 

 Pemahaman 

 Keterampilan 

 Kemampuan     

Interval Islami (2016) 

Ketaatan 

Pelaporan 

Keuangan 

Desa (X2) 

Kesediaan untuk tunduk kepada hukum/ 

aturan yang berlaku dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya aparatur desa untuk 

mempertanggungjawabkan laporan keua-

ngan secara transparansi, akutabel, parti-

sipasif dan tertib administrasi dan pera-

turan. 

 Transparansi 

 Akuntabel 

 Partisipatif 

 Tertib 

administrasi dan 

peraturan 

Interval Permendagri 

No.113 tahun 

2014) 

Kualitas 

Pengawasan 

BPD (X3) 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh BPD untuk 

mengetahui hasil pelaksanan pekerjaan 

yang dilakukan aparatur desa apakah 

sudah sesuai dengan perencanaan dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Skedul 

pengawasan 

 Standarisasi 

pengawasan 

 Hubungan 

timbal balik 

(feedback) 

Interval Manullang 

(2008:184) 

 



Jurnal Akuntansi dan Investasi, 18 (2), 172-182: Juli 2017  

 

178 
 

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Variabel N Nilai terendah Nilai tertinggi Rata-rata Std. Deviation 

Kinerja 

Kapasitas 

Ketaatan 

Kualitas 

Valid N  

32 

32 

32 

32 

32 

4,12 

4,12 

3,78 

3,90 

5,20 

4,87 

4,96 

4,90 

 

4,5763 

4,4456 

4,6162 

4,5813 

0,27270 

0,17553 

0,27725 

0,25453 

sebuah gambaran suatu data menjadi sebuah infor-

masi yang lebih menarik, jelas dan tidak sulit 

untuk dipahami (Wolk et al., 2015). Hasil statistik 

deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diambil 

definisi bahwa variabel kinerja  pengelolaan  keua- 

ngan memiliki nilai rata-rata sebesar 4,5763. Hal 

ini menggambarkan bahwa sebagian besar respon-

den cenderung menjawab dengan sangat setuju 

untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan 

masalah kinerja pengeolaan keuangan desa. Nilai 

minimum variabel kinerja pengelolaan keuangan 

desa adalah sebesar 4,12 yang artinya adalah ada 

responden yang memberikan jawaban tidak pasti 

untuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan nilai 

tertinggi variabel kinerja pengelolaan keuangan 

desa adalah sebesar 5,20 yang artinya adalah ada 

responden yang cenderung menjawab sangat setuju 

untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan 

kinerja pengelolaan keuangan desa.  

Variabel kapasitas aparatur desa memiliki 

nilai rata-rata sebesar 4,4456. Ini dapat diartikan 

bahwa sebagian responden cenderung membe-

rikan jawaban setuju untuk pernyataan yang 

diajukan yang berkaitan dengan masalah kapasitas 

aparatur desa. Nilai terendah untuk variabel 

kapasitas aparatur desa adalah sebesar 4,12 yang 

artinya ditemukan responden yang menjawab tidak 

pasti untuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan 

nilai maksimum variabel kapasitas aparatur desa 

adalah sebesar 4,87 yang artinya adalah terdapat 

responden cenderung menjawab setuju untuk 

pertanyaan yang ditanyakan berkaitan dengan 

kapasitas aparatur desa.  

Nilai rata-rata untuk variabel ketaatan pelapo-

ran keuangan sebesar 4,6162. Ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden lebih banyak 

menjawab sangat setuju untuk pertanyaaan yang 

diajukan mengenai masalah ketaatan pelaporan 

keuangan. Nilai minimum variabel ketaatan pela-

poran keuangan adalah sebesar 3,78 yang berarti 

bahwa  terdapat responden yang menjawab tidak 

pasti untuk pertanyaan yang diajukan, sedangkan 

nilai maksimum variabel ketaatan pelaporan 

keuangan adalah sebesar 4,96 yang artinya terdapat 

responden cenderung menjawab sangat setuju 

untuk pertanyaan yang dianjukan berkaitan dengan 

ketaatan pelaporan keuangan. 

Variabel kualitas pengawasan BPD memiliki 

nilai rata-rata sebesar 4,5813. Ini menujukkan bah-

wa sebagian besar responden cenderung menjawab 

sangat setuju untuk pertanyaaan yang berkaitan 

dengan masalah kualitas pengawasan BPD. Nilai 

minimum variabel kualitas pengawasan BPD ada-

lah sebesar 3,90 yang artinya terdapat responden 

yang cenderung menjawab tidak pasti untuk perta-

nyaan yag diajukan, sedangkan nilai maksimum 

variabel kualitas pengawasan BPD adalah sebesar 

4,90 yang artinya adalah terdapat responden yang 

cenderung menjawab sangat setuju untuk variabel 

kualitas pengawasan BPD. 

 

Hasil Pengujian Kualitas Instrumen 

 
Uji Validitas 

 

Berdasarkan hasil uji validitas ditemukan 

bahwa terdapat satu pertanyaan yaitu KPKD6 yang 

tidak valid karena nilai r hitung lebih kecil dari 

pada nilai r tabel yaitu 0,451<0,482. Dengan demi-

kian pernyataan tersebut dihapus dari item perta-

nyaan yang disajikan pada kuesioner penelitian 

atau tidak digunakan pada instrumen untuk pene-

litian karena tidak valid. Sedangkan pertanyaan 

lainnya memiliki nilai r hitung lebih besar dari 

pada nilai r tabel, sehingga dapat disimpulkan 

layak dan dapat digunakan pada instrumen 

penelitian, serta memiliki validitas konstrak atau 

terdapat konsistensi internal yang berarti bahwa 

data yang diperoleh adalah valid dan dapat 

digunakan untuk penelitian. 

 

Uji Reabilitas 
 

Uji reabilitas menghasilkan nilai kritis Cron-
bach Alpha untuk semua pertanyaan di atas 0,60 

yaitu kapasitas aparatur desa sebesar 0,874%, 

ketaatan pelaporan keuangan sebesar 0,928%, 

kualitas pengawasan BPD sebesar 0,910% dan 

kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 

0,874%. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen 

tersebut memiliki reliabilitas yang sangat baik. 
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Hasil Pengujian Hipotesis 
 

Model Persamaan Regresi Linear Berganda 
 

Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen maka menggunakan analisis 

regresi linear berganda dengan menggunakan pera-

ngkat program SPSS 20. Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah kapasitas aparatur desa 

(X1), ketaatan pelaporan keuangan (X2), dan 

kualitas pengawasan BPD (Badan Permusya-

waratan Desa). Sedangkan variabel dependennya 

adalah kinerja pengelolaan keuangan desa (Y). 

Hasil pengujian regresi linear berganda dapat 

dilhat pada Tabel 3. 

Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,555 me-

miliki arti bahwa kinerja pengelolaan keuangan 

desa dapat dijelaskan oleh kapasitas aparatur desa, 

ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas penga-

wasan BPD sebesar 55,5% selebihnya sebesar 

44,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. Dengan 

adanya kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan 

keuangan dan kualitas pengawasan BPD dapat 

memberikan suatu perubahan yang baik dalam 

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa 

pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik 

kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keua-

ngan dan kualitas pengawasan BPD maka akan 

meningkatkan kinerja pengelolaan  keuangan desa 

pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten 

Bireuen. 

 

Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap 

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Hasil pengujian hipotesis pertama menun-

jukkan bahwa nilai koefisien  sebesar 0,134. 

Nilai koeefisien positif ini menandakan bawah 

bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil 

pengujian ini mendukung hipotesis alternatif 

pertama. Hal ini menunjukkan bawa semakin 

tinggi tingkat kapasitas aparatur desa tentang 

pengelolaan keuangan desa maka akan semakin 

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Aristia (2015) yang 

menghasilkan kesimpulan bahwa kemampuan 

aparatur desa dalam hal kapasitas  sumber daya 

manusia yaitu pengetahuan sangat menentukan 

baik buruknya kinerja pengelolaan desa tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Asrori (2014) 

yang mengatakan bahwa pencapaian kinerja dipe-

ngaruhi oleh kapasitas aparatur desa yang mema-

dai termasuk kemampuan, pengetahuan, penga-

laman dan motivasi lingkungan kerja.  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan alasan 

untuk merekrut aparatur desa yang memiliki kuali-

fikasi pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan 

hasil penelitian ini, aparatur desa pada Kecamatan 

Gandapura di Kabupaten Bireuen yang mayoritas 

berpendidikan SMA. Dari 128 responden yang 

terdiri dari 32 Gampong, hanya 45 orang (35,1%) 

aparatur Gampong yang berpendidikan akhir S1, 

sedangkan selebihnya 83 orang (64,8%) aparatur 

Gampong yang berpendidikan akhir SMA. Meski-

pun aparatur Gampong banyak yang mempunyai 

latar belakang pendidikan SMA namun sebagian 

besar mereka telah memahami pengelolaan keua-

ngan dengan baik. Variabel kapasitas aparatur desa 

mempunyai pengaruh paling kecil yaitu sebesar 

13,4% dibandingkan dengan variabel lainnya, hal 

ini tidak menjadi kendala dalam meningkatkan 

kinerja pengelolaan keuangan desa. Pengaruh yang 

relatif kecil ini dapat dikaitkan dengan mudah 

dipahaminya prosedur akuntansi dan pelaporan 

keuangan. Alasan lain adalah pelaporan akuntansi 

sudah dilakukan dengan menggunakan software 

dan para aparatur desa sudah diberikan pelatihan 

yang cukup untuk menjalankan sistem tersebut.  

  

Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan terhadap 

Kinerja pengelolaan Keuangan Desa 

 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua me-

nunjukkan hasil bahwa ketaatan pelaporan keua-

ngan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan  

keuangan desa, dimana nilai koefisien regresi  

sebesar 0,174. Hasil penelitian ini mendukung 

hipotesis alternatif yang kedua. Hasil tersebut 

dapat diintepretasikan bahwa ketaatan pelaporan 

keuangan desa dapat meningkatkan kinerja penge-

lolaan keuangan desa. Dengan kalimat lain, 

semakin taat aparatur desa dalam melaporkan 

keuangannya maka semakin tinggi pula penga-

ruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan 

desa.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Adi (2013) yang menun-

jukkan bahwa implementasi pengelolaan dan 

penatausahaan keuangan desa berpengaruh terha-

dap kelancaran administrasi pemerintah desa. Hal 

ini disebabkan oleh semakin taat  aparatur desa da- 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda 

 

Hipotesis 

 

Arah 

 Unstandardized Coeficients Simpulan 

 Koefisien  

Regresi 

Std. 

Error 

 

H1 

H2 

 

H3 

+ 

+ 

 

+ 

Kapasitas aparatur desa 

Ketaatan pelaporan keuangan 

Kualitas pengawasan BPD 

0,134 

0,174 

 

0,594 

0,264 

0,172 

 

0,198 

Diterima 

Diterima 

 

Diterima 

Koefisien Korelasi (R)                = 0,745 

Koefisien Determinasi (R²)         = 0,555 

Adjusted R Square                      = 0,507 

 

lam membuat pelaporan keuangan desa maka 

semakin baik pula kinerja pengelolaan keuagan 

desa. Dengan diberikannya wewenang tersebut 

pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk 

melaporkan pertanggung jawab kepada peme-

rintah Kabupaten. Ketaatan pelaporan keuangan 

pada Kecamatan Gandapura di Kabupaten 

Bireuen hanya mampu mempengaruhi kinerja 

pengelolaan keuangan desa sebesar 17,4%. 

 

Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD terhadap 

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga 

didapatkan hasil bahwa kualitas pengawasan BPD 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penge-

lolaan keuangan desa (nilai koefisien regresi  

sebesar 0,594). Nilai koefisien regresi sebesar 

0,594 dapat diartikan bahwa kualitas pengawasan 

BPD berpengaruh positif terhadap kinerja penge-

lolaan keuangan desa. Kualitas pengawasan BPD 

pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen 

mampu mempengaruhi kinerja pengelolaan 

keuangan desa sebesar 59,4%. Nilai koefisien ini 

tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Hal ini 

dapat diartikan bahwa kinerja pengelolaan keua-

ngan desa umumnya ditentukan oleh bagaimana 

kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Adha 

(2016) yang menemukan pengawasan BPD berpe-

ngaruh positif terhadap kinerja kepala desa dalam 

pembangunan. 

 

 

SIMPULAN 

 

 Dari hasil pengujian hipotesis dan pemba-

hasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

diambil kesimpulan bahwa kapasitas aparatur 

desa, ketaatan pelaporan keuangan, dan kualitas 

pengawasan BPB memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada 

Kecamatan Gandapura di Kabupaten Bireuen.  

Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini memi-

liki beberapa keterbatasan yaitu skope penelitian 

yang relatif kecil (satu kecamatan), tidak diguna-

kannya metode wawancara sehingga hasil pene-

litian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih 

detail serta variabel penelitian yang relatif sedikit. 

Dengan demikian, kami menyarankan penelitian 

lebih lanjut ke depan yang menambahkan metode 

wawancara dalam pengambilan data penelitian, 

menambahkan variabel lain misalnya pemanfaatan 

teknologi informasi dan komitmen aparatur desa 

serta jumlah desa yang lebih banyak dan mewakili 

beberapa kecamatan sehingga daya generalisasinya 

lebih tinggi. 
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